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RINGKASAI'{

Kebiiakan hukum pidana nasional bertujuan menEgalikan nolma-noilna (agama,

tesslum, kesopanan dan hukum yang ada di dalam masyarakat, menegakkan noflna sangat

pciliry dalm menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga mengangkat/

ffi@kan / menrmj'k suatuperbuatan yang semula bukan perbuatan tindakpidana meqiadi

tindak pidana kriminalisasi atau de-kriminalisasi' Salah satu yang menarik dengan

i adalah menonton video adegan seks/ cyber sex yang berdampak pada kumpul

serta menghancurkan moral, merupakan realitas sosial dan memunculkan problematika

tetapi atErannya belum terjamatr oleh hukum dan Undang-Undang' Dengan demikian

upaya untuk mengajukan RUU KUIIP, salah satu pasal 485 tentang kumpul kebo

bisa diundangkan berdasarkan dari isi/ tlnsur - unsur pasal 485' dan apakah bisa

lagi dalam RUU KUIIP pasal tentang penutupan akses pornografi yan$ sesuat

perspektif hukum positt dan hukum Islam'

Peninjauan interpretasi unsur-unsur yang ada dalam pasal 485 apa yang mendasari

hukum pidana pasal 485, dan problematika tentang kecanduan menonton pornogfafi/

sex serta perbuatan zina Menggrrnakan metode untuk mencari fakta yang objektif

dalil hrkum normatif empiris, yaitu mencari data primer langSung interwiew

kepala biro Bina Mental dan Kesra Kantor Gubernur Sumbar, serta sosialisai kepada

Kanwil Kemenag sumbar dan Dinas Kominfo Sumbar, serta naskah/buku peraturan

- undangan

. penelitian ini didapati belum ada kesepakatan tentang penutupan akses pornografr

kebijakan RUU KUHP pasal 485, tentang pidana zinalajang kedalam hukum positif'

penelitian ini diusulkan untuk secepatnya menerapkan pasal 485 kepada pemko

dan untuk para pelajar agar ditambah ja6 pelajaran agamabaik di sekolah maupuir

lingkungannya seperti belajar al-Qur'an hadis frqh di Masjid bersertifikat untuk

kenaikan kelas atau kelulusan diminta sertifrkat asli
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